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TRIBUNJOGJA.COM - Persiapan kini tengah dilakukan Kulon Progo untuk penerapan program Online 

Single Submission (OSS).Program ini memungkinkan calon investor mendaftarkan penanaman 

investasinya melalui sistem terintegrasi dalam jaringan (daring)
1)

 secara nasional. 

 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kulon Progo, Agung Kurniawan 

mengatakan, OSS merupakan program layanan perizinan penanaman modal satu pintu yang digenjot 

pemerintah pusat. Program ini sejalan dengan yang sudah diatur dalam Permendagri tentang PTSP. 

Daerah wajb memotong durasi layanan, menyederhanakan jenis dan prosedur layanan. Wajib pula 

menguatkan manajemen pengelolaan pelayanan perizinan, didukung dengan perizinan secara elektronik. 

 

Pengajuan pendaftaran perizinan tersebut bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien karena seluruh 

perizinan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung. 

"Masyarakat bisa mengurus pendaftaran dari mana saja secara online melalui OSS itu. Namun, verifikasi 

persyaratan tetap harus dilakukan secara manual," kata Agung, Senin (21/5/2018). 

 

Program OSS terintegrasi
2)

 dengan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik (siCantik) yang 

memuat layanan sekitar 57 jenis perizinan daerah yang bisa diakses masyarakat. Di dalamnya juga 

mencakup program pelayanan perizinan daring milik Kulon Progo, IzinKu. Seluruh pelayanan instansi 

atau lembaga di Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan, mulai diwajibkan menerapkan OSS meski 

kesiapan berbeda-beda. Dari sistem terintegrasi ini, semua bentuk perizinan penanaman modal di tiap 

daerah akan terpantau oleh pusat. Termasuk durasi pelayanan, jenis penanaman modal asing atau dalam 
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negeri, sektor usaha yang dilayani, dan sebagainya. Melalui OSS pula, respon terhadap pengajuan 

perizinan itu bisa diketahui durasinya. Jika terlalu lama, pemerintah pusat akan menegur pemerintah 

daerah mengingat OSS ini juga di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di 

Kementerian Koordinator Perekonomian. 

 

"Terutama yang nilai investasinya lebih dari Rp1 triliun, itu akan jadi prioritas pantauan pusat. 

Harapannya, melalui OSS dan siCantik ini semua prosesnya lebih efisien, transparan, dan akuntabel," kata 

Agung. Pihaknya sudah membentuk tim teknis atau operator layanan yang mendapat bimbingan teknis 

langsung dari pusat. 

 

Agung menilai ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan antara daya dukung jaringan internet dan listrik, 

sebagai nyawa layanan. Dia berharap pemerintah konsisten dengan program tersebut sehingga tidak ada 

permasalahan dalam masa transisi sistemnya. 

 

Operator Informasi dan Teknologi DPMPT Kulon Progo, Hayunindra Bayu Tantular, OSS 

menyederhanakan semua lini pelayanan yang dikelola Pemkab Kulon Progo. Program itu akan menempel 

kepada sistem layanan di daerah secara langsung. Karena terintegrasi secara nasional, tentunya sistem 

keamanan dan stabilitasnya perlu jadi perhatian.(*) 

 

Sumber berita : 

1. Jogja.tribunnews.com., Senin, 21 Mei 2018., Kulon progo Bersiap Terapkan Online Single 

Submission. 

2. Harian Jogja., Selasa, 22 Mei 218., Kulon Progo Bersiap Terapkan OSS 

 

Catatan :  

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah: 

a. Pasal 1 angka 4 menyatakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 

adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 

b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan penyelenggaraan PTSP Daerah bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; 

memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; 

dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. 
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c. Pasal 3 menyatakan Sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang 

cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan 

meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Daring adalah singkatan dari "dalam jaringan" yang merupakan terjemahan bahasa Indonesia untuk istilah bahasa 

Inggris "online". Istilah daring atau on-line mempunyai makna khusus dalam hubungannya dengan teknologi 

komputer maupun telekomunikasi. 

2. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi 

berasal dari bahasa inggris "integration" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai 

sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga 

menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi 


